
PEMERINTAH IZABUPATEN LAMPUNG 1'IMUR
 

PERATURAN DAERAH ' 

l(A BUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR: 05 TAHUN 2003
 

TENTANG
 

PERENC:\Nr\;\N PEIVI13ANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
 

l)ENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 

Menimbang ct.	 b:iI]IV~1 dalum rangka mernenuhi tuntutan masyarakat dalarn perencanaan 

(1:111 pclaksanuan pcmbangunan perlu adanya sislem pcrencanaan 

pcnibaugunan yang sesuai deugan tuntutan perkernbangan masyarakat; 

b.	 bahwa pelaksanaan pernbangunan menjadi tanggungjawab bersama baik 

111'IS)':lr:1kat maupun Pemerintah Daerah; 

(.	 buhw.: untuk mernantapkan sistern perencanaan clan mekanisme 

pcuyusunan agenda pernbangunan yang merupakan salah satu siklus 

pclnksuuaan pCIllb,1I1gullC1I1 yr.ng penting clan straregis perlu disesuaikan 
...• 

ckllg'ln mcnekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi 

pcrau [)cmcrinlah dalam proses pereucanaan, pelaksanaan l11uUPUIl 

IX' I \~<l W~\S" 11 pem baugunan. 
\ 

d.	 bnhwa bcrclasarkan pert irnbangan sebagaimana dirnaksud huruf a 

sumpa: clengan C, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

fJ<:t'CtlCrll1<Wt1 Pembangunan Berbasis Masyarakat. 

Mcngingat	 I. 1IIlc'lllg-1I11(I:lllg Nomor 14 tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah 

Til1:c. kal 1 [.:1l11Pllllg (Lernbaran Negara Nornor 95. Tambahan Lembaran 

! Undnug-undnng Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Knbupaten Dacrah Tingkat II WilY Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat Il 

LllllplIllg Timur clan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Metro ( Lembaran '. 

NL'gal',l Rcpublik indonesia Nornor 3825 ); 

.i , UI:L!,1l1g-1I11cl<lllg Nornor 22 Tahun 1999 ten tang Pemeriutahan Daerah 

[,CI11U,ll',lIl Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tarnbahan 

I,L'lllbClI',11l Ncgara Repubii lndouesia NomOI" 3839 ); 



4.	 Und.ing-uudang Nomor 25 Tahun 1999 tentangOerimbangan Keuangan 

aut.ua 1\:llh.:rilltall Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Ind'H1csia Tahun 1999 Nomo: 72, Tambahan Lembaran Negara Noruor 

3~-i~ j: 

5.	 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ncgara :-',lr1g Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

( l.cmbaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851 ); 

(1.	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

t-";~lsioll~t1 ( Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

206 ): 

7.	 Ulld,lng-1I11dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubuhan Atas 

lJlldatlg-ullJang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tcntang 

[laFlk dan Rctribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

'luhun :2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4048 ): 

s.	 1\;1 uturau Pcmcri ntah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kcwcnangan 

1\'lllCI·illlatl dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom 

( l.cmbai an Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambuhan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

'I.	 I)l'l'atllran Pcmerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pcrtunggungjawaban Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik 

ludoncsia Tahun 2000 Nornor 209, Tambahan Lernbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4027)~ 

I0	 Pcraturun .Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cam 

Pl'~tal1gg11ngja\Vaban Kepala Daerah (Lernbaran Negara RepubJik 

11l11(111csia Tahun 2000 Nornor 20S), Tarnbahan Lembaran Negara 

I\CI111hlik Indonesia Nomor 4027 ); 

i I. Pcraruturun Pcmerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan 

i'l:n~,l\\~lSan atas Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran 

i'!c:'~'I('1 l~c[1L1blik Indonesia Tahun 200 I NomOI 41, Tambahan 

l.cmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4106 ): 

,12, I)crallll<m Pcmerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pcrubahan Alas 

Pcraturun Pcraturan Pernerintah Nornor 104 Tahun 2000 tentangDana 

Pcrimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

,j i (1:' J: 



13.	 Pcraiurun Daerah 38 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai 

Dacrah Otonom, 

Mem perhatikan	 Kcputusan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pcngurusnn. I\:rlunggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 

Tala Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Pcnyusunan Pcrhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Dengan persetujuan
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

K/\BUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

tvfEMUTUSKAN : 

ly}cnctapkan	 "FRA['[ iR/\N DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

nrRij/\SrS ivl/\SYARAKAT. 

BAB I
 

h:ETENTUAN lJMlJM
 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Dacrah illl yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adulah [(,lhupalcll l.umpung Tirnur.
 

') Pemerintah Daerah udaluh Pcrnerintah Kabupaten Lampung Timur.
 

3.	 Gupati adalah Gupati L.ampung Timur. 

4.	 Dewan Pcrwak ilun [\'Ik.\'ll Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

[)erwakilan Rak\Lil Dacr,tll 1<,lhll\J<\(cn Lampung Timur. 

.5. Pejabat adalah Pcga\\ai .\allg dibcri tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. 

() Perencanaan Pcmbauguuan [lcl'Llasis Masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha 

SiSICI11i1lis 11111 Ilk 111CIIIIIIIISk;111 ;!!ccnda pcmbangunan bersama-sama masyarakat dalarn forum 

tokakarya sccaru bcrjl.·ll.iallg. mulni dari lokakarya tingkat Kelurahan I Desa, lokakarya 

Tingkat Kecamatun sarnpai lokakarya Tingkat Kabupaten. 

7.	 Agenda Pembangunan adalah Program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dan 

proses P2Blvi yang dikclornpokkan dalam agenda keswadayaan, agenda Kernitraan dan 

Agenda Pemerintnh. 

S.	 Lokakarva udul.ih bcntuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat Kelurahan I 

Desa disebut ivllJSH/\>-:Ci. pada Tingkat Kecamatan disebut Forum Koordinasi UDKP, dan 

pada Tingkat Kabup.ucn disclllll Forum KoordinasiRAKORBANG. 



9.	 Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebul LPM Desa / Kelurahan adalah 

Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan 

wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, jlcllg;mas,IIL pemhangunan, pemanfaatan dan perneliharaan hasil-hasil 

pembangunan. 

10.	 Farum Kornunikasi Lcmbagu Pe111 berdayaan Masyarakal adalah merupakan organisasi yang 

berada di bawah I\sosiasi l.cmbuga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Larnpung Tirnur. 

II.	 Dewan Pimpinan Daeruh Asosiasi Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung 

Timur adalah mcrupakan orgarusast yang berada di atas forum komunikasi LPM tingkat 

Kecamatan. 

12.	 Fasilitator adalah seorang atau sekelompok orang yang berperan secara positif, karena posisi 

rnaupun profesionalisrnc dimintu atuu secaru sukarela, mendorong, mengajuk mernbina dan 

mernbimbing agar mclibutkan diri secant aktif di dalam forum lokakarya Desa / Kelurahan, 

lokakarya Kccamatun. lokakarya lingkal Kabupalen dan bentuk-bentuk Iokakarya lainnya. 

13. Badan	 Publik uduluh pCllyclellggaruan Negara ditingkal eksekutif (pemerintah), iegislative 

baik ditingka! Dcsa . 1--:cilll:lkIIJ. Kccamatan rnaupun Kabupatcn dan badan Jain scbagian atau 

scluruh rllllgsi dun ILJ~~clS !l11kokll\'<1 bcrkaitan dcngan pcnyctcnggaraan proses pcrcncanaan 

dun peugcudaliun pl'ngl ;1111 

", 
1.5,	 Sudan Perencanaun Pl'mhall~ullall Kabupaten Lampung Tirnur adalah lembaga publik yang 

bertanggungjawab alas tcrlaksananya proses perencanaan pernbangunan berbasis rnasyarakat 

sekaJigus mengadakan kajiall, pcngembangan dan pembinaan badan publik lainnva dalam 

pengcmbangan kapasita« pcrcncanaan. 

L6.	 Kantor pembcrdavnan musvarnkat adalah unsur pe/aksana Pernerintah Kabupaten dibidang 

pernberdayaan masvurak.u 111 CIl1 punya: tugas menyelenggarakan tugas ,dibidang 

pernberdayaan Sli 111 bcr duvu manusia dan potensi desa ;' kelurahan pemberdayaan 

kelernbagaan Ilws:',lrak~il dan social budaya. 

17,	 Budan Pcnga\\a.s r)~ICI';i11 ;lllal;II1 lcmbaga pernerintah yang berfungsi melakukan pengawasan 

tcrhadap kewajibun [3;ld<l11 Publ ik scbagaimana diatur dalam keientuan Peraturan Daerah in: 

serta melakukan kaiiun. pcngcl11bangan dan pernbinaan badan publik dalam mengembangkan 

kapasitas pengnwasnn interual. 

]8. Fasilitasi adalah mcngkcordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan berbasis 

masyarakat kcpada hada Il j111 hIi I~ dan rnasyarakat. 



BAB II 

ASAS DAN TUJlJAN 

Bagiau Pertama
 

Asas
 

Pasal2
 

(I)	 Setiap bentuk kcgiaian pcmbangunan Kabupaten. Larnpung Tirnur, rnulai dari proses 

perencanaan sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan dengan 

berbasis masvarakat, 

(:2)	 Proses Perencanaan Pcmbangunnn Berbasis Masyarakat adalah standar prosedur operasi 

perencanaan yang rncmenuhi kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan 

akuntabel. 

(3) Kaidah-kaidah dasar perencannan yang dirnaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kebutuhan 

untuk menyelcnggurakuo proses pcrencanaan pembangunan pada tiap jenjang perencanaan 

secara demokratis. 

Pasal 3 

Program dan kegiatan pcmbangunan dacrah dilakukan oleh setiap orang atau sekumpulan orang, 

LSM atau badan Hukum I,] i1111 ya, berdasarkan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat. 

Pasal4 

lnforrnasi lentang poiensi ducrah dan agenda pernbangunan disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dandapat diakses dengan mudah dan cepat oleh publik, 

Bagian Kcdua 

Tuju3n 

Pasal 5 

Pcraturan Dacrah ini iX:I'(u,IU(ll1 mcmbcrikan dan rnenjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk 

tcrlibat dan melibarkan diri d~II;11ll proses perencanaan pembangunan dalarn rangka : 

a.	 Akuntabilitus publik y<lllg mcnjamin hak masyarakat untuk rnengetahui rencuna, proses 

pengambilan keput lisa11 pub] ik serta alasan pengernbilan keputusan. 

b.	 Mendorong partisi pasi musyarukat dalam mengefektifkan Iungsi-fungsi perencanaan yang 

ada pada masyarakat kcdaiam proses perencanaan pembangunan daerah. 

c.	 Mendorong pcningkatun kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi 

"pengarnbilun kcbijaksunnur: puhlik dalam kaitan dengan pereucanaan pembangunan. 

d.	 Meningkatkan tanggllllgiawab Publik dalam Pernbangunan Daerah. 



----~---

llAB III
 

IIAK DAN KEWA.JlBAN
 

Bagian Pertama
 

l lak dan Kewajiban Masyarakat
 

Pasal 6
 

(I)	 Masyarakat berhak dan waj ib untuk berpartisipasi dalarn proses pengarnbilan Keputusan 

tentang suatu rencana pernbangunan daerah. 

(2) Masyarakat berhak dan wajib	 rnengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan 

dan disarnpaikan dalam bC11lUK apapun disetiap jenjang forum perencanaan pernbangunan 

berdasarkan pada etika kornunkasi publik. 

Pasal 7 

Masyarakat dalam mcmajukun usul atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan 

.Jiwajibkan menyertakun ulusan-ulusnn dan dokurnen pendukung bahwa subslansi program yang 

disampaikan rnernilik i kepcnungan suutegis bagi masyarakat, 

Bagian Kedua 

l(l'wajilJan Badan, Vinas dan lJ PT 

Pasal 8 

( I) Setiap Badan,	 Dinas dun lJnit Pelaksana Teknis wajib melakukan assessment alas usulan 

agenda pembanguoun hasii Corum lokakarya tingkal kecamatan (UDKP) untuk selanjutnya 

akan menjadi usulan program masing-rnasing pada forum lokakarya Tingkat Kabupaten 

(RAKORBf\NG). 

(2) Setiap badan,	 Dinas dan Unit Pelaksana tidak dirnungkinkan mengusulkan program yang 

bukan kebutuhan 1ll<IS\,lrakal ainu helurn rnenjadi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada 

agenda penbangunan. 

BABIV
 

PENDEKATAN DAN PROSES
 

PEIU:NC~N.~.\:\ PE!\IBANGlJAN BERBASIS iVIASYARAKAT
 

Bagiun Pertama
 

Pendekatan P2llM
 

Pasa19
 

(I) Pendekaran yang digLIIWk~lll dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat ini adalah 

pcndekatan dialogis. komunikatif dan persuasif 



i 

(2)	 Untuk menjanun tcrsclcnggaranya Corum perencanaan secara dernokratis dan mendorong 

cfektivitas 111 uncul 11\',1 !'ullgsi-I'ungsi perencanaan yang ada pada masyarakat. maka proses 

pelaksanaan l'213M :-;CC<lI,1 opcrasional dilakukan mcngikuti kaidah-kaidah partisipanf, 

iransparan, iangga», lIspirati!', clan akuntabel. 

Bagian Kcdua 

Proses Pelaksanaan P2BM 

Pasal 10 

Untuk menjamin teriibatuva koruponen masyarakat, proses P2BM secara berjenjang dilaksanakan 

dalam bentuk lokakarya Dcsa ;' Kelurahan (Musbang), lokakarya Kecamatan (UDKP) dan 

lokakarya Kabupaten (Rakorbang) 

BABV
 

T.\IIAPAi\' PELAKSANAAN P2BM
 

Bagiall Pcrturna
 

PeJ:.lks:lnaall P2BM Til1gkat Desa / Kclunlhan
 

Pasa] 11 

Lokakarya tingkat Dcsa . !(CllIl,dl,lll adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder 

Desa / Kelurahan dengan SdSM<l1l untuk merurnuskan aspirasi masyarakat Desai Kelurahan daiarn 

beruuk masalah-masa 1,1h 

Pasal J2 

Penanggungjawab secara kcseluruhan lokakarya tingkat Desa / Kelurahan adalah Lurah / Kepala 

Desa, sedangkan yang bcnanggungjawab terhadap proses-proses pada Corum lokakarya adalah 

Lembaga Pcmberdavaan iV!,lSYmakat (LPM) tennasuk fasilitaror di bawah koordinasi Lurah / 

Kepala Desa. 

Pasal ! 3 

Saran akhir dari forum lokukarva tingkat Desa / Kelurahan adalah tersusunnya rumusan rencana 

pembangunun tingkar dCS,I' kciuruhan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pernerintah maupun 

iVlasyarakal yang rnciinut: ncrnbunuunun fisik prasarana. pclayanan huk um, sosiul ekonomi dan 

buduva. 

Bagian Kedua 

I'claksa naan P2B1H Tingka( Keca rnata n 

Pasal 14 

Lokakarya Tingka: Kccam.uan adulah Forum perencanaan yallg dihadiri oleh stakeholder 

Kecamatan, Corum LPlv'. '.:,akil LPi\'! Desa / Kelurahan, Badan, Dinas dan UPT Tingkat 

Kccamatan. 



Pasal 15 

Penanggungjawab S(;C~lJ(L keseluruhan lokakarya Tingkat Kecamatan adalah Camat sedangkan 

yallg bertanggungjawnb ierhadap proses-proses pada forum lokakarya Kecamatan adalah forum 

Komunikasi LPM Kccumar.ui eli bawah koordinasi Camat. 

Pasal 16 

Saran utarna lokakarvu Tingkut Kccamatan adalah tersusun rumusan rencana pcmbangunan 

Tingkat Kecarnatan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh pernerintah rnaupun masyarakat yang 

meliputi pcmbangunan ['isik prasarana, pelayanan urnUI11, sosial ekonorni dan budaya dengan 

difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

Dcsa. 

Bagian Ketiga 

, I Pclaksa na P2UM Tingkat Kabupaten 

Pasa! 17 

Lokakarya tingkal kabupatcn adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder kabupaten, 

Asosiasi LPM Kabupaten dan V/akil Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Badan, Dinas, OPT 

Tingkat Kota dan scluruh KUJJ1isi DPRD Kabupaien. 

Pasa! 18 

Penanggungjawab sccura l.cscluruhan Lokakarya Tingkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lampung Ti III ur scdangkan yang bertangggung jawab terhadap proses-proses teknis 

pada forum lokakarya adalah l~appeda Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 19 

Sasaran utarna Lokakarya Tingka: Kabupaten adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan 

Kabupaten Larnpung Timur ~'al1g mencakup seluruh bidang yang akan didukung oieh semua 

potensi pernbangunau 

BAB VI 

BADAN PENGA\VAS KONSISTENSI P2BM 

Pasa120 

Untuk melaksanakun kclcutuau dalarn peraturan daerah 1Il1, Badan Pengawas Daerah bertugas 

Im:ngaw<\si kOllsisl~llsi pc laksanaan pl'OSCS P2BM. 

Pasal21
 

Hasil-hasil peugawasan l-3adall Peugawas Daerah yang terkait dcngan konsistensi pelaksanaan
 

P213M sebagairnana dirnnksud dalnm pasal 20 di atas disarnpaikan kcpada Bupati Lampung
 

Ti11111r. 



BAB Vll 

r":'ETENTliAN P£NCTCP 

Pasa] 22 

( 1\ Hal-hal :'ang hcium diCilUI- dalam Pcraturan Daerah il1i scpanjang mcngenai peiaksanaannya 

akan diaiur dengan Kcputusan Bupau. 

(2)	 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, scrnua Peraturan Perundang-undangan yang telah , 

ada, sepanjang udu]; berrentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal23
 

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
 

i\gar setiap orang mcngctuhu: nvn. mcrncrintahkan Pcngundangan Pcruturan Daerah ini dengan 

pcnempatunnvu dulurn l.crnharun Dueruh Kabuputcn l.arnpung 'limur. 

Dilelapkan di Sukadana 

pada langgal 30 DeserrIpet' 2003 

,	 BUPATI LAMPUNG TLWJR, /) . 
.~ 

~~/?-
~ 

R. BARUS IN. MS 

Diseiujui olch IWRD Kabupaten L,al1lpll·liJ"~.VI 

Dengan Kepurusan NomoI' 09 !Ta.hun 2..003 

Tanggal 30 Des€.mber 2003 
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